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Dengan HOTmat,

Perkenankan Kami:

I. Lembaga Kernasyarakatan Paguyuban Warga Soo
yang diwakili:

: Johan Syafaat MahananiI. Nama

SurakartaTempat Lahir

43 Tahun I Tangga1 07 Febuari1976Urnur/ Tanggal Lahir

: 33720,0702760002NIK

Laki-LakiJenis Kelamin

IndonesiaKebangsaan

: IslamAgaina

Jl, Transito Nomor 138 Suronalan, Rukun TetanggaDomisili Hukum
006, Rukun Warga 008, Kelurahan Pajang,
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: Almas Tsaqibbirru RE A2. Nama

: SurekartaTempat Lahir

Urnur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun I Tangga116 MeI
: 3372021605000001NIK

: Laki - LakiJenis Kelamin

:IndonesiaKebangsaan

:IslamAgaina

: Surakarta, Ngoresan, Rukun Tetangga 004, RukunDomisili Hukum
Warga 022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres.
: SekretarisJabatan

sebagaiman' htdftardikantorNotarisEretHartanto, S, H.
Tangga113 Desember 2049 yang beralamat di aap gg ..
Dalam Pasa112 nomor5 Pengurusharian dalam a ini e , y g "
atautidakadadiwakiliolehwakilketua, mewakili a an g ,
mewakiliLembaga balkdida!am inaupun diluarPenga ian, g
segalakejadiandengai'Ihakuntukmelakukansegaa in a p
pengecualian sebagaimana Pasa142 nomor 5 huruf(a), (b), an (c).
Telah memberikan kuasa tertangga1 04 Juni 2020 epa a :

ARIF SAHUDl, SH. MH.
SIGIT N. SUD!BYANTO. SH. , MH

UTOMO KURNIAWAN, SH.
DWI NURDIANSYAH SANTOSO, S. H.

GEORGIUS LIMART SIAHAAN, SH
BROMA MANUNGGAL BILHAQ. SH
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Advokat, dan Konsultan Hukum pada KantorAdvokat
beralamatdiJl. Solo-BakiN0.50, Kwarasan, Grogol, u o aj, ,

Phone/Fax(0271)572,346, e-mail:kartika!a^^irm ahoo. corn ai er
in aupun sendiri- sendiri

karenahya sah beTnndak untuK dan atas nama Pemberi uasa
Selanjutnya inohon disebut sebagai. .........,.................................
Heridak mengajukan Pengujian Peraturan Pemerina gg
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 en ang
AtasUndang-undang Nomor, Tahun 20.5Tentang p
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
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Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Pasa
Ayat (1) dan (2) (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 O
NOMOR 428)terhadap UUD 4945 :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSl

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasa1 201A Ayat(I) dan
(2) Peraturan Pemerintah Penggant; Undang-Undang Republik, Indonesia
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang" n ang
Nomor, Tahun 20,5 Tentang Penetapan Peraturan Pemerinta enggan i

Bupati,Undang-undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD, 945 :

Pasa1 24C ayat (1) UUD 4945 "Mahkamah Konstitusi bemyenang mengad^11
pada tingkat pertaina dan terakhir yang putusannya belsia Ina u
mengujiundang-undang dasai; meinutus sengketa kewenangan e g
negara yang kewenangannya diberikan o1eh undang-un ang asan
meinutus pembubaran partaipolitik, dan meinutus perse/isman ten ang a
pemil^han urnum".

Pasa1 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2041 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor24 Tahun 2003tentang a am
Konstitusi"menguj'i undang-undang techadap Undang- n ang

Tahun 1945".Negara Republik Indonesia

Pasa1 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo. Un ang-
Undang No. 12Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan eru g-
Undangan, yang pada intinya menyebutkan secara ierar is
UUD 1945 adalah IebihtinggidariUndang-Undang. 01eh arena iu, p
ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan
(constitutie is de hoogste wet). Jika terdapat ketentuan dalam Un ang-
Undang yang beltentangan dengan UUD 1945, inaka e en u
dapat dimohonkan untuk dinji meIaiui mekanisme pengujia
Undang.

Bahwa beadasarkan ketentuan di alas, Mahkamah berulenang me
en ujian undang"undangterhadap UUD 1945, yangjuga i asar p

Pasa1 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 enang
Mahkamah Konstitusi(selanjutnya disebut "UU No. 24 Tahun 2003") yang
telahdiubahdenganUndang-UndangNomor8Tahun g
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 a un
Mahkamah Konstitusi(selanjutnya disebut 'UU No. 8 Tahun 2011')lime o
Pasa1 29 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tanun 200 en ang
Kekuasaan Kehakiman (seianjutnya disebut UU No. 48 Tahun 200 )Iunc o
Pasa1 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 ena g

2.

3.

4.
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Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (seianjutnya 'U o.
Tahun 20.1'), yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertaina dan terakhir yang putusannya
untuk: (a) menguji undang-undang techadap Undang-Undang asar

1'945".Negara Republik Indonesia Tahun
Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagailem aga .peng
konstitusi, the guardian of constitution, apabila ter apa un a g- g
ang berisi atau berbentuk bertentangan dengan onSIus',

Mahkamah dapat menganulirnya dengan mein ata an
undang-undang tersebut secara menye!uruh ataupun per pasa .
Bahwa sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah juga ber a mein
penalsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal un ang-un g g
bersesuaian dengan nilai-nilai Konstitusi. Tafsir inahkama er p
Konstitusionalitas pasa!-pasal undang-undang tersebu merup
satu-satunya, sehinggaterhadappasal-pasalyangmemiiima 'g ,
tidak je!as, dan/atau multitafsir, dapat pula dimintakan pena y
kepada Mahkamah,

Bahwa objek pengujian dalam Permohonan a quo adaa enje
201A Ayat (4) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2020 Peraturan emerin a
PenggantiUndang-UndangTentangPerubahan eiga a g-
Undang Nomor I Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pengganti Undang-undang Nomor , Tahun 2004 enang
Gubernur, Bupati, danWalikota MealadiUndang-undang, yang er y':
Pasa1 204A Ayat(,) dan (2) PERPU No. 2 Tahun 2020
(7) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud daiam asa

ayat (6) ditunda karena tedadi bencana nonalam sebagaimana
dimaksud daiam Pasalf20 ayat(I).

(2) Pemungutan suara serentakyang ditunda sebagaimana dima su pa a
ayat(I) dilaksanakan pada bulan Desember2020.

Bahwa betdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 1381PU
pertimbangan Mahkamah pada halaman 49 tela mein e'
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti n ang- n g
Mahkamah telah berpendapat 3 syarat diperlukan sua u a any p pp ,
ada!ah syarat adanya kegentingan yang mein aksa se agaima
o1eh Pasa1 22 ayat(I) Undang--Undang Dasar Tahun i945, apabia:
a. Adanya keadaan yaitu Kebutuhan mendesak unu meny

masalah hukum secara cepat berdasarkan undang--un ang.
b. Undang--undang yang dibutuhkan tersebut belum aa, 99

tenadinya kekosongan hukum atau ada undang--un ang, e p'
memadai,

6.
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Kekosongan hukum tersebuttidak dapat dialasi dengan cara mein ua
undang--undang secara prosedur biasa karena akan memeru
waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesa erse u
perlu kepastian untuk diselesaikan.

40, Bahwa dalam putusan tersebut halaman 20 sampai , a ama
berpendapat perppu meIahirkan norma hukum dan sebagian norma u u
baru akan menimbulkan:
a. Status hukum baru,

b. Hubungan hukum baru, dan
c. Akibat hukum baru,
Norma hukum tersebut Iahir seiak'perppu disahkan dan riasib dari norma

hukum tersebuttergantung kepada persetujuan DPR untu menerima
menolak norma hukum perppu. Namun demikian, se eum a y
pendapat DI'R untuk menolak atau menyetujui perppu, norma
tersebut adalah sah dan berlaku sepertiundang-undang. e ar
dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengi anya s
dengan undang-undang, inaka terhadap norma yang er apa
perppu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah berten angan
materiildengan Undang-Undang Dasar Tahun 4945. Dengan emi ,
Mahkamah beMenang untukmengujiperpputerhadap n ang-- g
Dasar Tahun 1945 sebelum adanya penolakan atau perse ujuan o e
dan setelah adanya persetujuan DPR karena perppu terse at ea in j
undang-undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpen apa
Mahkamah Konstitusi berulenang memeriksa dan meinu us p
pengujian techadap Peraturan Pemerintah Penggantiun ang-un g
perkara ini.

C.

,

9.

11. KEDUDUKAN PEMOHON

It. Bahwa menurut Pasa1 54 ayat (1) Undang-Undang NomoT 24 Tahun
tentangMahkamahKonstitusisebagaimanatelahdiua eng g-
Undang Nomor 8 Tahun 2041tentang Perubahan Atas n ang- g
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstiusi, in y
"Pemohon adalah pmakyang menganggap hak danaau g
konstitusionalnya dirugikan o1eh berlakunya undang-un. ang, yai .'

Perorangan warga negara Indonesia,
Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih I up an
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip egar
Repubffk Indonesia yang diaturdalam undang-undang;

o, Badan hukum pubffk atau prtvat; atau

LEGALSTANDING

a.

b.
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hak-hak konstitusionalnyad. Lembaga negara", yang telah dirugikan
Nomor 8dengan berlakunya Pasa1 268 ayat (3) Undang-Undang

Tahun 4981 tentang Hukum ACara Pidana.

Tahun 200312. Bahwa daiam perilelasan Pasa1 51 ayat (4) UU No. 24
dimaksud dengan 'hak Konstitusional adalahmenyatakan bahwa Yang

hak-hak yang dialur daiam UUD 1945 ;

13. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 0061PUU"1/1/2005 dan Putusan omor
0411PUU-V/2007, Mahkamah beroendapat bahwa kerugian ons jusiona
yang timbu! karena berlakunya SL!atu undang-undang menuru
ayat(I) UU UU No. 24 Tahun 2003 harus memenuhi 5 (Iima) syarat, yaitu:
a) Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan o1eh UUD 1945;
by Bahwa hak Konstitusional pemohon tersebut dianggap o1eh Pemo on

telah dirugikan o1eh suatu undang-undang yang dinji;
c) Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktua

atau setidaknya bersifat potensi^I yang menurut penaaran yang j
dapat dipastikan tenadi;
Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dand)
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dinji;
Adanya kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya permo onan ina ae)
kerugian 1<0nstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagiterja i;

14. Bahwa Pemohon merupakan Lembaga dan perorangan sea g
negara Indonesia sebagaimana dimaksud daiam Pasa! 54 ayat(I) uru a
UUN0.24Tahun2003, yanghak-hakkonstitusionalnyadijamin ,
di antaranya mendapatkan pengakuan, jaminan, perin g ,
kepastian hukum yang adjl dan meinperoleh kesempa an yang
pemerintahan da!am;

15. Bahwa agar seorang atau suatu pihak dapat diterima se agai e
daiampermohonanpengujianUndang-Undangterhadap n ang- g
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, inaka orang a au p'
dimaksud haruslah:

a. Menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya yaiu apa
Indonesia, kesatuan masyarakatsebagai perorangan warga negara

hukum adat, badan hukum atau Iembaga negara;

Kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusionanya,
kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai
diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

,

.

If'

b.
dalam

akibat
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tersebut Pemohon perlu tenebih dahulu16. Bahwa atas dasar ketentuan
hak konstitusi yang ada pada Reinohon,menjelaskan Kualifikasinya,

beserta kerugian spesifik yaitu :

Bahwa Pemohon adalah Lembaga masyarakat yang iwa "
Johan Syafaat Mahanani sebagai pengurus harian daam a in'
Paguyuban Warga Solo Peduli. Pemilu (PWSPP) yang in^pganggaP
hak danlatau kewenangan konstitusionalnya telah iru'^ian
berlakunya dalam halini Pasa1 201A Ayat (1) dan (2) Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia om
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Un ang om
Tahun 2015 Tentang Penet;apan Peraturan Pemerinta engg
Undang-undang Nomor, Tahun 20.4Tentang Pemiian u ,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Bahwa Pemohon yang diwakili o1eh Johan Syafaat Mahanani se
pengurus harian dalam halini ketua, yang Iika berha angan
ada diwakili o1eh wakil ketua, mewakili Badan Pengurus, dan aren
mewakiliLembaga baik didalam inaupun diluar Penga ian, g
segala hal dan segala kejadian dengan hak untok me a u an g
tindakan dan perbuatan dengan pengecualian, Se agaima
Notaris Nomor 45, Akta : Lembaga Kernasyarakatan aguy
Warga $010 Peduli Pemilu (PWSPP) yang telah terdaftar dikantor
Notaris Eret Hartanto, S. H. Tangga113 Desember y g
beratamat diJalan Ronggowarsit0 24 B Solo. Sebagaimana as
Bahwa Pemohon mengajukan Judic^^/ Review Pasa1 204A Ayat( )
dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang epu i
Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Peruba an eig
Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 Tentang Pene apan
PemerintahPenggantiUndang-undangNomor, Taun g
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Un ang-un g.
Yang dikeluarkan karena adanya Pandemi Covi yang
dinyatakan sebagai pandemioleh Organisasi Kesehatan unia ( or
Health Organization), yang telah tenadi di sebagian besar egara-

termasuk dilndonesia.negara di seiuruh dunia,

17. Bahwa keberlakuan Pasa1 201A Ayat (1) dan (2) Reefuran Pemerin a
R blik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor a
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggani g-
Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, upa I,
Menjadi Undang-undang, telah bertentangan dengan asa
Undang Dasar1945 "Daiam hallhwalkegentihganyang ,

a

I

,

b,

C.
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Presiden belhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti
undang-undang".

1/1 . KERUGIAN PEMOHON :

Bahwa pada tangga1 4 Mei 2020 telah diundangkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 *"ahun 2020 tentang Peruba-han Keriga
atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor, 28).

Bahwa pokok permasalahan dalam permohonan jin adalah Penjelasan
Pasa1 201A Ayat (1) dan (2) PERPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2044
tentang Reinilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
yang berbunyi:

Pasa1 201A Ayat(,) dan (2) PERPU No. 2 Tahun 2020
(7) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud daiam Pasa1 201

ayat (6) ditunda karena tedadi bencana nonalam sebagaimana
chinaksud dalem Pasalf20 ayat(f).

(2) Pemungutan suara serentakyang ditunda sebagaimana dimaksudpada
ayat(f) dilaksanakan pada bulan Desember2020.

Penjelasan Pasa1 201 PERPU No. 2 Tahun 2020
"Yang menjelaskan bahwa Pemiffhan Serentak tetap di7akukan dan
Pemungutan suara serentak akan dilaksanakan pada bulan Desem er
2020".

3. Bahwa telah diundangkannya Pasa1 201 Ayat (4) dan (2) Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomorl Tahun
2044 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang. Yang menyatakan bahwa Pemungutan suara serentak a an
dilaksanakan pada bulan Desember 2020, halinitentu tidak sesuai dengan
kondisi Negara Indonesia yang masih terpuruk karena Pandemi Covid-19.

Mahkamah Nomor 1381PUU--V1112009 dalam4. Bahwa berdasarkan Putusan

pertimbangan Mahkamah pada halaman 19 telah memberikan riteTia
diterbitkannya Peraturan Reinenntah Pengganti Undang--Undang an
Mahkamah telah beroendapat 3 syarat diperlukan suatu adanya perppu,

,.

,

2,

,

.

.
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adalah syarat adanya kegentingan yang meinaksa sebagaimana dimaksud
o1eh Pasa1 22 ayat(,) Undang-Undang Dasar Tahun 4945, apabila:
a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan

masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
b. Undang--undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga

hukum atau ada undang--undang, tetapi tidaktenadinya kekosongan
memadai.

c. Kekosongan hukum tersebuttidak dapat dialasi dengan cara meinbuat
undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu
yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu
'kepastian untuk diselesaikan.

Bahwa mengacu kepada Putusan MK Nomor 1381PUU-V11/2009 terkaittiga
syarat kegentingan meinaksa bila dikaitkan dengan Pasa1 204A PERPU
Nomor 2 Tahun 2020 dalam Konteks initidak ada kegentingan meinaksa
untuk tetap dilaksanakanya Pemungutan Suara Serentak pada buan
Desember 2020, akan tetapi berkenaan dengan Pemungutan Suara Serentak
yang totap akan dilaksanakan pad^ bulan Desember 2020 men atang
beTientangan dengan kebijakan pemerintah mengenai social distancing untu
mencegah penyebaran wabah Virus Covid-19.

6. Bahwa alasan pemerintah untuk tetap meIaksanakan Pilkada setenta a a a
karena Pandemi Coyid-19 tidak bisa diprekdisi kapan akan berekhir, an
seiumlah Negara tetap meIaksanakan pemilu 10kal inaupun riasiona i
tengah Covid-79 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. asan
karena of seiumlah Negara tetap meIaksanakan pemilu ditengah pan emic
covid-19, alasan tersebu tidak bisa disamarataKan dengan Negara Indonesia.

Bahwa Pasa1 204A Ayat (1) dan (2) Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang
menjelaskan bahwa pemungutan suara serentak yang tetap ia sana
pada bulan Desember 2020 tidak sesuai dengan kegentingan yang meina sa
ditengah Pandemi Could-19 yang me!anda Indonesia yang pa a saa in'
masih menerapkan kebijakan social distancing.

Bahwa Para Pemohon meIihat adanya gagal faham dan Presiden aas
terbitnya Pasa1 204 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas
-Undang~Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Perauran
Reinenntah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 20 4 tenang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang
menyatakan Pilkada serentak tetap akan dilaksanakan pada Desem er
ditengah Pandemi Covid-79.

,

5.

.

,

7.
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9. Bahwa akibat dan Pilkada yang akan tetap dilaksanakan pada Desember
2020 dan tahapan Pilkada yang akan dimulai Juni 2020 ditengah pandemi
Coyid-79, yang akan berpotensi meningkatkan resiko menyebarnya virus
corona diberbagai daerah dilndonesia dan sangat disayangkan jika Pilkada
serentak tetap dilaksanakan ditengah pandemi Coyid-'19, seharusnya
pemerintah meinikirkan rakyat Indonesia yang saatini mein butuhkan bantuan
pemerintah ditengah pandemi Covid-19 danpada meinbahas Pilk^;, gla serentak
di bulan Desember 2020 nanti.

10. Bahwa Pilkada Serentak yang tetap dilaksanakan pada bulan Desember 2020
dan tahapan-tahapan Pi!kada yang dimulai bulan Juni 2020, seperti
menyusun daftar pemilih, mengharuskan adanya pertemuan untuk
pengecekan data, dan pertemuan untuk SOSialisasi berkaitan denga Pilkada
serentak bulan Desember 2020 dan tahapan lainnya. Jika tahapan"tahapan

dilaksanakan inaka sudah dipastikan resiko penyebaran Viruspilkada tetap
Corona akan semakin meningkat diseluruh daerah dan akan semakin
mein perpanjang pandemi Covid-79 allndonesia.

41. Bahwa tahapan pilkada yang dimulai dibulan Juni di inaria kondisi pandemi
Covid-19 masih berlangsung, 11ka dipaksakan resiko ada dipenyelenggara

terancam tenular virus corona atauditingkat daerah dan para Pemilih yang
akan menularkan ke orang lain dengan cepat.

12. Bahwa Negara kita saat jin Iebih meinbutuhkan anggaran untuk
menanggulangi wabah Covid-79 dan recovery ekonomi, bukan pilkada
serentak yang tidak sesuai dengan hal kegentingan yang meinaksa untuk
dilakukannya Pi!kada serentak yang mengakibatkan semakin tingginya resiko
penyebaran virus Covid-19,

13. Bahwa demikian jika Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada buan
Desember 2020 dan tahapan Pilkada dimulai bulan Juni 2020, inaka
masyarakat akan beresiko tinggitertular virus corona yang akan merugi an
bagi masyarakat secara Iuas akibat semakin meningkatnya penyebaran virus
Covid~19 yang akan menambah panjang pandemi Covid-79 dilndonesia.

,

.

14. Bahwa akibat dan kerugian potenisa! yang timbuldari dipaksakannya i a a
serentaK pada bulan Desember 2020, yang akan meinperparah penyebaran

,virus Covid-19, sehingga Para Reinohon dan masyarakat semakin tidak bisa
berektivitas secara normal karena paindemi Covid-19. semakin pareh dan
ditambah lagi an99aran untuk Pilkada yang dige!ontorkan tidak sedikit
ditengah ekonomi masyarakat yang sedang SUIit, dimana saatini masyara at
sangat meinbutuhkan bantuan pemerintah akibat pandemi corona yang
mewabah chindonesia.
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15. Bahwa Para Pemohon dan masyarakat sebagai Warga Negara Indonesia
menginginkan Pi!kada Serentak ditunda sampai pandemi Covid-19 bera ir
dan Pilkada dapat dilaksanakan ketika pandemi Covid-19 sudah berakhir agar
Para Pemohon dan masyarakat Indonesia tidak was-was ataupun khawatir
akan tenularnya Virus Covid-79 kerika Pitkada Serentak dilaksanakan.

IV. NORMA-NORMAYANG D/AJUKAN UN'rUK DIUJi:

,

I. NORMAMATERl!L

Pemerintah Pengganti Undang-Pasa1 201A Ayat (4) dan (2) Pelaturan
Undang Nomor to Tahun 2046 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penalapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemii an
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Repub!Ik Indonesia Tahufi 2020 Nomor 428).
Pasa1 201A Ayat(,) dan (2) PERPU No. 2 Tahun 2020

dimaksud delam Pasa/ 201(1) Pemungutan suera serentak sebagaimana
ayat (6) ditunda karena tell'adj bencana nonalam sebagaimana
chinaksud dalam Pasa/ 720 ayat(I).

(2) Pemungu!an suara serentakyang ditunda sebagaimana dimaksudpada
ayat(f) dilaksanakan pada bulan Desember2020.

Penjelasan Pasa1 201A Ayat(I) dan (2) PERPU No. 2 Tahun 2020
alam,"Bahwa Pilkada serentak Tahun 2020 ditunda karena bencana non

daiam halini pandemi Covid-19 yang menyebar of Indonesia dan Pi a a
akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020'.

UNDANG DASAR TAHUN 1945 YANG MENJADl2. NORMA UNDANG
PENGUJl, YAITU :

a. Pasa1 22 ayat(,) be to unyi:

Presiden berhak'Dalam hallhwal kegentingan yang meinaksa,
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-
undang".
Bahwa Presiden diberikan "hak konstitusional subyektif' untuk
mengeluarkan Perpu dalam kondisi kegentingan yang meinaksa,
dejam hallni suatu keadaan/Kondisi yang sedemikian rupa dan

Kondisitersebut telah menyebabkan negarada!am hal inaria
dalam keadaan bahaya/mengancam keselamatan negara.
Dengan demikian Pasa1 201A Ayat (1) dan (2) Perpu Nomor 2
Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Pilkada serentak akan
dilaksanakan pada bulan Desember 2020 ditengah pandemi

..-
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Covid-, 9, merupakan keputusan yang tidak tepat sebab Pilkada
serentak 2020 tidak daiam Kondisi kegentingan yang meinaksa,
dimana Negara Indonesia sedang menghadapi dan
menanggulangi bencana non-alam pandemi Covid-79 yang setiap
orang wallb menjaga jarak (social distancing) atau mengurangi
aktivitas untuk menanggulangi penyebaran Virus Covid-79.
Sedangkan bila Pilkada'Serentak 2020 tetap d. 1/8ksanakan
padahaltidak termasuk dalam kegentingan yang meinaksa, inaka
dapat dipastikan Pilkada serentak akan menimbulkan resiko yang
Iebih besarterhadap penyebaran Covid-79.

,

V. ALASAN - ALASAN PEMOHON TERHADAP PILKADA SERENTAK 2020
YANG AKAN DILAKSANAKAN DESEMBER 2020 SEBAGAIMANA PASAL

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTl201A AYAT (1) DAN (2)
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020UNDANG-UNDANG

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG. UNDANG NOMOR
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTA
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR , TAHUN 2014 TENTA
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATl, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-
UNDANG.

I. Bahwa Perilohon yang merupakan Ketua Paguyuban Warga So o e ui
Pemilu (PWSPP) yang mewakili masyarakat solo.

2. Bahwa Pemohon merupakan Ketua PaguyubanWarga Solo e ui em'u

,

,

(PWSPP) sebagai pengurus hanan, yang jika berhalangan atau tidak a a
diwakili o1eh Wakil Ketua, mewakili Badan Pengurus, dan arena iu
mewakili Lembaga baik didalam inaaupun diluar Pengadilan, tenang
segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk meIakukan segaa
tindakan dan perbuatan dengan pengecualian untuk :

Meininjam uang dan/atau meminiamkan uang Iembaga;a)
bergerakMenggadaikan atau meinpertanggungkan barang-barengb)

inilik Lembaga;

Meinbeli, menjualatau secaTa lain apapun memindahkan a atas anc)
member barang - barang millk Iembaga;
Mengikat Lembaga sebagai penanggung;d)
(harus mendapat persetujuan ter!ebih dahulu dari Badan Pengurus. )
Semua surat ~ surat keluar harus ditandatangani o1eh Ketua ane)
Sekretaris kecuali daiam hal yang menyangkut pengeluaran an
penerimaan uang harus ditandatangani o1eh Ketua dan Bendahara.
Badan pengurus harus meritaati sena tunduk kepada u urn an
undang - undang Repub!ik Indonesia.

f)
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3. Bahwa Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) berdasarkan
Azas, SIfat, Maksud dan Tujuan Daiam Pasa1 4 :

I) Lembaga Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu berazaskan
Undang Dasar 1945 mengenaiPancasila dan Undang

pengaturan hak asasi inariusia Perubahan Kedua UUD 1945
tersebar ke daiam 17 pasal\:aitu Pasa1 27, Pasa1 28, Pasa1 28A ski
28 I, Pasa1 29, Pasa1 31, Pasa1 32, Pasa1 33, dan Pas^I 34 dan
Ruang Lingkup Hak Sipil dan Politik daiam Undang - Undang No.
39 Tahun 1999 Tentang HAM.
Becoatiisipasi aktif dan mengkritisi, mengawasi dan mengontro
Penegakan Hak - hak Sipil dan Polltik sebagaimana diatur dalam
Undang - Undang Dasar 1945 dan International Covenant on CM
and Political Rights (loopR).
Berpartisipasi aktif inarifaat, keadilan, meinbantu masyarakat dan
pemerintah untuk kesadaran warga Negara menggunakan hak pii
dalam pemilu serta kepastian hukum Hak sipil dan politik (SIPOL)
yang paling mendasar adal^Ih hak kebebasan untuk berpikir dan
berkeyakinan, tanpa adanya intervensi dari siapapun, seka ipun i u
of ontas Negara.

4) Mengawal hasil Pemilu, berdasar azas jujur, adjl, langsung, urnum,
bersih, dan rahasia.
Mengawal calon terpilih dari hasil Pemilu untuk menepatijanji5)
kampanye dan visi misi selama menjabat dan memasti an I a
ingkarjanji serta mengajukan sega!a bentuk gugatan apabi a ing ar
Iani"

Bahwa daiam Pasa1 6 Lembaga inI bertujuan untuk mengem an ap
yang diamanatkan dalam Undang - Undang Repu i n on
khususnyadalammembeladanmemperjuangkan Ha ipi an '
(SIPOL) warga negara untuk terpenuhinya hak memillh dan dipilih dalam
Pemilihan Urnum.

5. Bahwa Lembaga PWSPP IPemohon bersifatindepen en an in ",
Iembaga politik dan/atau tidakbukan Iembaga pemerintah, bukan

merupakan bagiannya.

Bahwa beadasarkan Pasa1 22 UUD 1945 Presiden. diberikan a un
menetapkan Petaluran Pemerintahsebagaipengganti n ang- g
dalam halikhwal kegentingan yang mein aksa.

,

, 2)

3)

4.

6.
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7. Bahwa kewenangan Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang (Perpu) didasarkan atas ketentuan Pasa1 22
ayat(,) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 4945.

8. Bahwa meskipun kedudukannya seiajar dengan Undang-undang, Perpu
mein punyai kekhususan tertentu, yaknitidak dibentuk meIalui mekanisme
pembahasan dan persetujuan dari Dewan Peru/akilan Rakyat dan
Presiden, melainkan dibentuk atas dasar kewenangan inutlak Presiden.
Kekhususan lain daiam pembentukan Perpu yakni adanya syarat "hal
ihwal kegentingan yang mein aksa" dalam pembentukannya. Kegentingan
yang me in aksa sendiri dapat diartikan an cainan disentegrasi dan sebagai
suatu kondisi abnormal yang meinbutuhkan upaya-upaya chiuar
kebiasaan untuk segera mengakhiri kondisitersebut.

9. Bahwa menurut pendapat Bagir Marian, kewenangan Presiden dalam
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
merupakan kewenangan Iuar biasa di bidang perundang-undangan.
Sedangkan kewenangan untuk ikut meinbentuk Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden merupakan kewenangan
biasa. Pemaparan pendapat ahli dan pasal dialas memberikan
penjelasan bahwa, Presiden perlu mengeluarkan suatu peraturan
pemerintah'sebagai pengganti Undang-Undang agar keselamatan negara
dapat chiamin o1eh pemerintah. Dalam halini pemerintah dalam keadaan
genting dan mein aksa mengharuskan pemerintah untuk beltindak secara
cepat, Iekas dan tepat, Yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak
yang besar bagi kelangsungan pemerintahan jika persoalan yang
dihadapi tidak segera diatasi.

40. Bahwa batasan mengenai kegentingan yang meinaksa kernudian
dielaskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 4381PUU--V11/2009 dalam
pertimbangan Mahkamah pada halaman 19 telah memberIkan kriteria
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang--Undang dan
Mahkamah telah berpendapat 3 syarat diperlukan suatu adanya perppu,
adalah syarat adanya kegentingan yang meinaksa sebagaimana
dimaksud o1eh Pasa1 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tanun 1945,
apabila:

Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikana.

masalah hukum secara cepat berdasarkan undang~-undang.
b. Undang--undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga

terradinya kekosongan hukum atau ada undang--undang, tetapitidak
memadai.

c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara
meinbuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan

,

,
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memertukan waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan
mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

,,. Bahwa pada tangga1 4 Mei 2020 telah diundangkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang

Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-Undang. _Nomor ,Penetapan

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wallkota menjadi
Undang-Undang

12: Bahwa Pasa1 201A Ayat (4) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti
Nomor 10 Tahun 2046 tentang Perubahan Ketiga atasUndang-Undang

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor , Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang"Undang yang
telah diterbitkan behantangan dengan Pasa1 22 ayat (4) Undang-Undang
Dasar Tahun 4945 (UU045). Dimana pelaksanaan Pitkada Serentak
2020 yang akan dilaksanakan, Indonesia masih dalam keadaan Pandemi
Covid-19 dan berstatus "Kejadian Luar Biasa" (KLB) in aka tidak tepatjika
Pilkada Serentak 2020 terap dilaksanakan sebab tidak memenuhi syarat
sebagai hal yang Ihwal kegentingan yang mein aksa sesuai dengan Pasal
22 UUD 19^-5 ditengah pandemi Covid-19

Peraturan Pemerintah Pengganti43. Bahwa Pasa1 201A Ayat (1) dan (2)
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atasUndang-Undang

Undang-Undang Nomor I Tahun 2045 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2044 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang~Undang,
yang be to unyi:
Pasa1 204A Ayat(I) dan (2) PERPU Nomor 2 Tahun 2020

(7) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud daiam Pasa120i
ayat (6) ditunda karena teu'adj bencana nonalam sebagaimana
chinaksud daiam Pasalf20 ayat(I).

suara serentak yang dimnda sebagaimana dimaksud(2) Pemungutan
pada ayat(f) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Bahwa dengan demikian yang dimaksud da!am perue!asan ayat (4) dan
(2) adalah Pilkada serentak 2020 yang ditunda kareha bencana nonalam
dan Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada bu!an
Desember 2020.

,

yang
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14. Behwa Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada butan
Desember 2020 berdasarkan Pasa1 201A Ayat (4) dan (2) Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2046 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor , Tahun 2015 tentang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor IPenetapan
Tahun 2014 tentsng Pemi!ihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang telah bertentangan dengan Pasa1 22 Ayat {,') UU045
yang menyatakan "Daiam hallhwal kegentingan yang meinaksa,
Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai
pengganti undang-undang". Dimana Pilkada Serentak 2020 yang akan
dilaksanakan pada bu!an Desember bukanlah hal'ihwal kegentingan
yang meinaksa", dimana Negara Indonesia masih menghadapi bencana
non-alam pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional dan
meinbutuhkan an99aran yang besar untuk penanganan pandemi Covi-
79, sangat tidak topat jika Pilkada serentak dilaksanakan pada bulan
Desember 2020 direngah pandemi Covid-79 dan akan meinakan
an99aran untok Pilkada Serentak yang tentunya akan sangat banyak ha
initentu akan mein bebani keuangan Negara.

,5. Bahwa beadasarkan Pasa! 204A ayat(I) dan (2) PERPU Nomor 2 Tahun
Pilkada serentak 2020 ditunda dan akan dilaksanakan pada bu!an2020,

Pilkada serentakDesember 2020, namun demikian bahwa walaupun
yang akan dilaksanakan di bulan Desember 2020 tetapitahapan"tahapan
Pilkada akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020 ditengah pandemic
Covid-, 9 yang masih berlangsung.

16. Bahwa beadasarkan (PKPU) Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Tahapan, Program ,Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan
Wakil Wali Kota Tahun 2020. Yang menyebutkan Tahapan Pika a
Serentak dimulai sekitar 6 bulan untuk meinbentuk Paniia

Suara Serentak 2020sebelum PemungutanPenyelenggara
dilaksanakan.

Pilkada Serentak 2020,17. Bahwa demikian walaupun telah ditundanya
dengan diundangkannya Pasa1 201A ayat (1) dan (2) PERPU Nomor 2
Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa Pemungutan Suara Seren a
akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 namun wa!aupun ditunda
sampai bulan Desember, tetapitahapan persiapan Pilkada serenta e ap

,

,
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bedalan sekitar 6 bulan sebelum Pemungutan suara pada bulan
2020 dimana kondisilndonesia masih ditengah pandemic Covid-, 9.

Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan sekira 6,8. Bahwa tahapan
bulan sebelum pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020
yaitu di bulan Juni 2020, dimana tahapan Pilkada Serentak yang dimulai
h d' ' Covid-19akan beresiko-semakindi bu!an Juni 2020 ditengah pandemi Covid-19 akan beresiko-semakin

menyebarnya Virus Coyid-19 di berbagai daerah, karena tahapan Pilkada
dilakukan o1eh Panitia Penyelenggara Pilkada bersinggunganyang

langsung dengan masyarakat banyak yang dapat semakin bettamba
parehnya pandemic Covid-79 ditridonesia.

49. Bahwa Pasa1 201A ayat (1) dan (2) PERPU Nomor 2 Tahun 2020, yang
menyebutkan Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada bulan Desember
2020 dan secara otomatis tahapan Pilkada di!akukan sekitar 6 bulan
sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan yaitu pada bulan Juni ditengah
Pandemi Covid-19, dimana Tahap^n Pilkada Serentak yang dilaksanakan
pada bulan Juni 2020 ditengah pandemi Covid-19 bertentangan dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor a2 Tahun 2020
Tentsng Penalapan Bencana Norialam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-79) Sebagai Bencana Nasional, yang

bencana nona!am penyebaran Virus Covid-79menetapkan bahwa
merupakan sebagai bencana Nasional dan dalam menetapkan kebijakan
of daerah masing~masing harus meinperhatikan kebijakan Pemerintah
Pusat.

20. Bahwa berdasarkan Suet Edaran (SE) Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Status Keadaan Bencana Non-A1am Corona Virus Disease 2019 (COYid"

Coyid-19) yang dikeluarkan o1eh Gugus Tugas Percepatan Penanganan
79 (GTPPC-, 9), yang berisi 4 (empat) poin yaitu :

Coyid-79a. Pengelolaan sumber daya bagi percepatan penanganan
Nomor 24 Tahundiselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang

2007 tentang Penanggulangan Bencana;
Coyid-79 dalam keadaan darurat bencanab. Percepatan penangan

non-a!am dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor
12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non-A1am CovidL
49 sebagai Bencana Nasional;

NomoT 42 Tahunc. Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden
Status Bencana Non-A1am COYid-792020tentang Penetapan

sebagai Bencana Nasional inaka BNPB, Gubernur, Bupati, dan

.
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Walikota tidak perlu lagi menetapkan
bencana Coyid-79;

d. Status keadaan dadurat bencana non"alam akan bera ir pa a saa
ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Bera irnya
Status Bencana Non-A1am Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

21. Bahwa dengan dikeluarkannya SUTat Edaran (SE) Nomor 6 Tahun 2020
tentang Status Keadaan Bencana Non-A1am Corona Virus Disease
(Covid-19) yang dikeluarkan o1eh Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Covid-19 (GTPPC-, 9) atas dasar telah dikeluarkannya Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
menjelaskan bahwa Indonesia saatini masih dalam status Keja ian uar
Biasa" (KLB).

22. Bahwa dengan berdasarkan Sur^It Edaran (SE) Nomor 6 Tahun 2020
tentang Status Keadaan Bencana Non-A1am Corona Virus Disease
(Covid"79) yang dikeluarkan o1eh Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Covid-, 9 (GTPPC-, 9), telah menje!askan Status Keadaan dadurat
bencana non-alam akan berakhir pada saat ditetapkannya Keputusan
Presiden tentang Penetapan Berakhirnya Status
Covid-, 9 sebagai Bencana Nasional.

23. Bahwa demikian Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2020ten ang
Penetapan Status Bencana Non-A1am Covid-19 sebagai encana
Nasional, hingga sekarang belum dicabut dan belum ada Kepuusan
Presiden tentang Penetapan berakhirnya Status Bencana on- am
Could-f9 sebagai Bencana Nasional. Maka jika Pilkada serenta yang
akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 beadasarkan Pasa
ayat (1) dan (2) dan tahapan Pitkada yang dilaksanakan pada bulan Juni
2020 tidak tepat dimana saat in11ndonesia masih dalam bencana non-
alam Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

24, Bahwa Pilkada Serentak yang akan dilaksanakar! pada bulan Desem er
2020 berdasarkan Pasa1 201A ayat (1) dan (2) PERPU Nomor 2 Tahun
2020, yang dimana tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan pa a u an
Juni 2020, juga telah beTientangan dengan Keputusan eneri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk. 01,071Men es
Tentang Penetapan Infoksi Novel Coronavirus (Infoksi 2049-nco )
Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan pay
Penanggulangannya. Yang menyatakan bahwa panemi ov'

status keadaan darurat

,
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sebagai wabah atau "Kejadian Luar Biasa" (KLB) yang terradi Di
Indonesia. Dimana dalam penanggulangan penyebaran virus Covid-19
agar tidak semakin meIuas Pemerintah mengeluarkan -kebijakan Social
Distancing (menjaga jarak) sebagai salah satu cara untuk mencegah
penyebaran Virus Covid-19, Sedangkan apabila Pilkada Serentak
dilaksanakan pada buian Desember 2020 dan tahapan Pilkada Serentak
dilaksanakan dibulan Juni 2020 dimana Pandemi Coyidr1'9 masih
benangsung dan Indonesia masih berstatus "Kejadian Luar Biasa" (KLB)
terhadap Pandemi Covid-79 sebagai bencana nori-alam, inaka sangat
tidak tepat karena tahapan pilkada pada bulan Juni 2020 masih ditengah
Pandemi Covid-79.

25. Bahwa demikian tahapan Pilkada Serentak 2020 yang dimulai pada bulan
Juni 2020, yang akan melibatkan banyak orang ditengah pandemi Covid-
19 akan beresiko tinggi semakin menyebarluasnya Virus Covid-79 di
berbagai daerah dilndonesia. Hallnitentu tidak seialan dengan jinbauan
Pemerint^Ih untuk tetap dirumah dan menjaga jarak demi mencegah
penyebaran Covid-79.

26. Bahwa berdasarkan Pasa1 201A ayat(,) dan (2) PERPU Nomor 2 Tahun
2020tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor I Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Wallkota menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa Pilkada
Serentak akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020, merupakan
keputusan yang tidak tepat sebab tahapan Pilkada Serentak dimana
tahapan seperti pembentukan panitia penyelenggara Pilkada, SOSialisasi,
verifikasi daftar pemilih, penetapan calon, kampanye, perhitungan suara,
all yang dilaksanakan pada bulan Juni 2020 akan berpotensi menarik
perhatian dan mein I. cu penguinpulan massa, in aka akan sangat beresiko
semakin me Iuasnya penyebaran Virus Covid-79,

27. Bahwa Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember
besar dikaTenakan2020 juga akan berpotensi mein akan anggaran yang

untuk biaya A1at Pelindung din (APD), padahal disisilain an99aran untuk
Covid-79 sudah sangat besar apalagi ditambah anggaranpenanganan

besar untuk Pilkada Serentak pada bulan Desember 2020 halyang

tersebuttentu akan menguras uang Negara,

Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan Permohonan
tersebut, Reinohon memohon kepada Maielis Hakim Konstitusi agar
Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan di bulan Desember

.

,

28,
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berdasarakan Pasa1 201A ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014
tentang Pemilihan GubeTnur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang, dinyatakan bahwa Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan
ditengah bencana non-a!am pandemi Covid-19 bertentangan dengan
Konstitusi.

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon dialas kiranya Bapak Ketua/Wakil Ketua
untuk menetapkan dandan An990ta Maielis Hakim Konstitusi Rl berkenan

meinutuskan:

Vl. PETITUM

,

I. Menerima Permohonan Pemohon seluruhnya;

Menyatakan bahwa Pasa1 201A Ayat (4) dan (2) Peraturan Pemerintah2.

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peru a an
Ketiga atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2045 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 20 4
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi n ang~

2020 Nomor 428)Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
yang berbunyi:

(7) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud daiam Pasa1 207
ayat (6) ditunda karena telladi bencana nonalam sebagaimana
chinaksud daiam Pasalf20 ayat(I).

dimaksud(2) Pemungutan suara serentak yang dimnda sebagaimana
pada ayat(f) dilaksanakan pada bulan Desember2020.

.

J

bertentangan dengan Undan - Undan
3 Menyatakan bahwa Pasa1 204A Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peru a an
Ketiga atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 20

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi Undang-tentang

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128)
yang berbunyi:
(7) "Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud daiam Pasa120i

ayat (6) ditunda karena tery'adj bencana nonalam sebagaimana
chinaksud daiam Pasali20 ayat(f)".

dimaksud(2)"Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana
pada ayat(I) dilaksanakan pada bulan Desember2020".

Dasar, 945 UUD 1945)
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tahapan Pilkada serentak dapat dilaksanakan setelah (Keppres)
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020
Tentang Penetapan Bencana Non A1am Penyebaran Corona Virus
Disease 20.9 (Covid-79) Sebagai Bencana Nasional, dicabut.

4. Memerintahkan pemuatan putusarL inI daiam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Maie!is Hakim Konstitusi berpendapat lain, inohon putusan yang
seadil-adjlnya (ex aequo et bono);

Meinpunyai Kekuatan Hukum Yan

,

Men ikat sepanjang dimaknai
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